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BAB 111

SEJARAH PERKAWINAN DI MASA KOLONIAL BELANDA

A. Pembentukan Peradilan Agama

1. Munculnya Peradilan Agama
Peradilan Agama telah tumbuh dan melembaga di bumi Nusantara
ini sejak agama Islam dianut oleh penduduk yang berada di wilayah ini,
berabad-abad lamanya sebelum kehadiran penjajah. Tumbuh dan
berkembangnya Peradilan Agama itu adalah karena kebutuhan dan kesadaran
hukum orang-orang Islam yang menginginkan hukum sesuai keyakinan

mereka.

Sebelum melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum
Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang
kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan
Negara. Kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melakukan hukum
Islam dalam wilayah hukumnya masing-masing. Sebagaimana kerajaan Islam
Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 M, yang merupakan

kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti oleh kerajaan Islam lainnya

1 Munawir Sjadzali, Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek (Bandung: Rosdakarya, 1994),
42.
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seperti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten.? Selain
itu di bagian Timur Indonesia yang juga berdiri kerajaan Islam seperti Tidore
dan Makassar pada abad ke- 16 M. kemudian kerajaan Mataram yang muncul
sebagai dinasti baru yang memerintah Jawa Tengah dan akhirnya berhasil
menaklukkan kerajaan kecil di pesisir utara, sehingga sangatlah besar
peranannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya
penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka penyebaran agama
Islam, maka pada permulaan abad ke-17 penyebaran agama Islam hampir
meliputi sebagian besar wilayah Indonesia.

Agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalan perdagangan di
kota-kota pesisir secara damai tanpa gejolak, sehingga norma-norma Islam
diterima oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan
penganut agama Islam. Dengan timbulnya komunitas-kimunitas masyarakat
Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang menuntut perkara
berdasarkan hukum Islam semakin diperlukan.®

Para pakar dan ahli hukum sejarah sepakat bahwa system Peradilan
Agama di Indonesia sudah dikenal sejak Islam masuk ke bumi Nusantara pada
abad ke-7 M. Pada masa itu hukum Islam mulai berkembang di wilayah
Nusantara bersama-sama hukum adat, kendati demikian dalam perjalanannya

keberadaan Peradilan Agama mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan

2 Ahmad Amrullah, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Pers,
1996), 55.
3 Murodi, Sejarah Kebudayaan Islam (Semarang: PT. Karya oha Putra, 2006), 121-125.
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kaerena sebelum Islam datang ke Indonesia telah ada dua macam peradilan
yaitu Peradilan Perdata dan Peradilan Padu. Di mana materi hukum Peradilan
Perdata bersumber dari ajaran Hindu dan ditulis dalam Papakem, sedangkan
Peradilan Padu menggunakan hukum materiil tidak tertulis yang berasal dari
kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Dalam prakteknya, Peradilan Perdata
menangani persoalan-persoalan yang berhubungan dengan wewenang raja.
Keberadaan dua peradilan ini berakhir setelah raja Mataram menggantikan
dengan system Peradilan Serambi yang berasaskan Islam. Penggantian ini
bertujuan untuk menjaga integrasi wilayah kerajaan Mataram. Oleh sebab
inilah para ahli sejarah sependapat bahwa system Peradilan Agama di
Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh penguasa Mataram.*

Peradilan Agama sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan
kenegaraan pernah mengalami pasang surut ketika Sultan Agung meninggal
dan digantikan oleh Amangkurat 1. Amangkurat | pernah menutup Peradilan
Agama dan menghidupkan kembali Peradilan Perdata. Namun, setelah masa
ini Peradilan eksis kembali, hal ini dibuktikan dengan hukum Islam
diterbitkannya sebuah kitab “Shirath al-Mustaqim” yang ditulis oleh Nurudin
ar-Ramiri, kitab ini menjadi rujukan para hakim di Indonesia.® Keberadaan
Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas telah ada sejak Islam

pertama kali masuk ke Indonesia, di mana pada masa itu masyarakat

4 Dewi Indahsari, Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia (Palembang: limiah Vol. VI
No. Il, 1979), 21.

% Ibid.
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Indonesia belum mengenal betul masalah-masalah hukum Islam, sehingga
kondisi ini nampak pada masa kerajaan Islam di nusantara dengan bentuk-
bentuk lembaga peradilan yang memberlakukan hukum Islam yang
pelaksanaannya di serambi-serambi masjid oleh hakim-hakim yang
menjalankan hukum Islam terhadap perkara-perkara perdata, perkawinan dan
kekeluargaan sehingga pada saat itu penampungan perkara perdata sudah ada
tempatnya yang pasti.

Peradilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para
penghulu yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang
pengadilan agama pada masa itu biasanya dilaksanakan di serambi masjid,
sehingga pengadilan agama sering pula disebut sebagai “Pengadilan
Serambi”. Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di
Indonesia yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu atau
hakim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan umum.
Peradilan dan lembaga peradilan pada masa ini masih sangat sederhana,
demikian juga para pegawainya yang biasanya diangkat oleh para pejabat
setempat. Peradilan Agama yang diselenggarakan oleh para pejabat
(penghulu) yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat dan begitu pula
dengan siding-sidang yang berlangsung biasanya dilaksanakan di serambi
masjid. Oleh karena itu, pengadilan serambi menjadi pengadilan yang secara

resmi menangani urusan perdata, yaitu melayani dan menangani rakyat di

® Ibid., 8.
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Jawa. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya barulah muncul pengadilan
agama yang kedudukannya berada di bawah pengadilan kolonial yaitu
“Landraad” (pengadilan negeri). Hanya Landraad inilah yang berwenang
untuk memerintahkan suatu pelaksanaan bagi keputusan Pengadilan Agama
dalam bentuk “Executor Verklaring” (pelaksanaan putusan). Oleh
karenannya, pada masa ini pengadilan agama sangat terbatas kewenangannya

terutama dalam hak menyita barang milik yang berpekara.’

2. Peradilan Agama Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda

Pada masa VOC masih menduduki Indonesia, hukum Islam yang
berkembang di Indonesia dibiarkan lestari dengan pemberian kebebasan oleh
pemerintahan VOC dalam melaksanakan hukum Islam seluas-luasnya selama
tidak mengganggu kepentingan VOC di Indonesia. Semula VOC memiliki
keinginan untuk memberlakukan hukum Belanda di Indonesia yang tujuannya
untuk memeperlancar hubungan mereka dalam kegiatan perniagaan dengan
negara-negara lain, akan tetapi keinginan tersebut gagal sebab mendapat
reaksi keras dari kelompok masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, VOC merasa
enggan untuk ikut campur terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan
VOC kemudian membuat alternatif lain yaitu dengan membentuk peradilan

lain untuk bangsa pribumi dan mengumpulkan materi-materi hukum sebagai

" Ibid., 21.
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hukum Islam, yang mana hal ini tertuang dalan sebuah resolusi (dar indische
regering).®

Peraturan resmi yang mengatur masalah eksistensi Peradilan Agama
di Indonesia ini adalah keputusan raja Belanda no. 24 tertanggal 19 Januari
1882, dimuat dalam Stb. 1882 no. 152 tentang Pembentukan Pengadilan
Agama di Jawa dan Madura. Berdasarkan hall tersebut, para pakar hukum
sependapat bahwa lahirnya keputusan raja tersebut merupakan hasil dari teori
Van Den Berg yang menganut paham “reception in complexu”, yang berarti
bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang
dipeluknya. Namun, teori itu digugat oleh Van Vollenhoven dan Snouck
Hurgronje melalui teori “receptie”. Di mana mereka menganggap bahwa teori
reception in complex adalah sebuah kesalahan besar kolonial Belanda, karena
telah memberi keluasan kepada pengadilan agama untuk memberlakukan
hukum Islam secara keseluruhan, bagi mereka yang benar ialah hukum Islam
dapat diterima dan boleh diberlakukan jika telah diterima oleh hukum adat
mereka.

Kemudian Snouck Hurgronje mengkritik kesalahan pemerintah
kolonial Belanda itu dengan mengeluarkan pernyataan bahwa sebenarnya para
pejabat kolonial Belanda masih sangat minim pengetahuannya tentang arti
dari pengadilan agama di Indonesia dan keberadaannya. Dengan kedatangan

Snouck Hurgronje sebagai seorang ahli tentang Islam, pemerintah Belanda

8 Ibid., 22.
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sangat diuntungkan. Namun, bagi masyarakat Islam kedatangan Snouk
Hurgronje ini sangat berdampak bagi kehidupan beragamanya, terutama bagi
lembaga-lembaga pendidikan dan peradilan. Sebagaimana lembaga peradilan
Islam yang tidak dapat leluasa menjalankan hukum Islamnya, sebab telah
mendapatkan campur tangan dari pemerintah Belanda.

Kemudian Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven juga
melakukan beberapa perubahan pasal-pasal RR (Stb. 1885 No. 2) yang
mengatur pelaksanaan undang-undang agama bagi bumi putera. Di mana
pasal yang mula-mula diubah yakni pasal 75 RR melalui Stb.Bld 1906 No.364
(Stb. Hindia Belanda 1907 No. 204), dengan mengubah istilah “undang-
undang agama” menjadi “peratura yang berkenaan dengan agama dan
kebiasaan”. Melalui perubahan ini maka, berarti bahwa hukum Islam tidak
berlaku lagi di Indonesia kecuali telah diterima oleh hukum adat. Berdasarkan
Stb. tahun 1937 No. 638, engadilan agama di Jawa dan Madura serta di
Kalimantan Selatan hanya berwenang menangani hukum perkawinan saja. Hal
ini diatur dalam pasal 2a dan mulai berlaku pada 1 April 1937. Sedangkan
perkara-perkara selain perkawinan menjadi wewenang pengadilan negeri.
Ketentuan ini tetap berlaku hingga masa pemerintahan Jepang, hanya saja
nama peradilan agama berubah menjadi “Kaikoyo Kootoo Hooin”

(Mahkamah Tinggi) dan “Sooryo Hooin” (Pengadilan Agama).
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B. Penghulu di Masa Kolonial
1. Arti dan Fungsi Penghulu

Ketika kita dihadapkan pada istilah “penghulu” maka yang muncul
dalam pikiran kita yakni seseorang yang memiliki tugas untuk menikahkan
laki-laki dan perempuan. Sangat ironi memang jika saat ini istilah “pengulu”
atau “penghulu”® hanya dipahami sebagai seorang yang bertugas mencatat
pernikahan atau sekaligus juga meinikahkan sepasang pengantin, dan
memiliki sedikit pengetahuan mengenai pernikahan dan pembagian warisan
menurut hukum Islam. Biasanya pekerjaan ini diakaitkan dengan tugas
penghulu sebagai seorang pejabat di Kantor Urusan Agama Islam yang ada di
setiap kecamatan. Jika dibandngka dengan fungsi dan peran penghulu pada
masa kerajaan Islam dan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, peran
yang tersisa saat ini adalah dua dari peran minor yang dilakukan oleh
penghulu.

Fungsi dan jabatan penghulu adalah fungsi yang inheren sejak awal
dibentuknya pemerintahan Islam di Nusantara. Sejarah awal mengenai
Islamisasi di Nusantara, merekam adanya fungsi penghulu pada kerajaan-
kerajaan Islam Jawa. Pada kerajaan Demak, raja berfungsi sebagai pemimpin
negar, pemimpin militer, dan pemimpin agama. Ketiga fungsi ini diwakili

oleh masing-masing tiga petinggi kerajaan yaitu patih (perdana menteri),

® Amelia Fauziah, Antara Hitam dan Putih: Penghulu pada Masa Kolonial Belanda (Jakarta:Studia
Islamika vol.10 no. 2, 2003), 180.
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adipati (pemimpin militer), dan penghulu (pemimpin agama). Dari abad ke-16
M, struktur ini terus dipertahankan sampai pada abad ke-19 M dan
berkembang tidak hanya pada daerah vorstenlanden (kerajaan), tapi juga pada
daerah gouvernementslanden (kabupaten di bawah administrasi kolonial).°
Secara umum, tugas penghulu adalah memastikan bahwa syariat
Islam dijalakan oleh masyarakat, disamping perannya menjadi penasihat
spiritual kerajaan. Oleh karenanya, wajar jika tugas penghulu cukup banyak
yaitu menjadi imam shalat di masjid agung; menikahkan pengantin menurut
hukum Islam; menjadi wali nikah, menjadi hakim pada kasus perceraian, pada
kasus harta warisan, dan masalah wasiat; memberi nasihat tengtang masalah
keislaman; bertanggung jawab terhadap pendidikan agama Islam, sekaligus
juga sebagai da’i untuk menyebarkan agama Islam ke pelosok Nusantara.
Menurut Serat Wadu Aji yaitu serat atau kitab yang menjelaskan semua
teknologi yang digunakan dalam administrasi keratin termasuk aturan dan
fungsi pegawainya, kata “pengulu” dalam bahawa Jawa berarti sesirah
(kepala) atau pangjeng (pemimpin). Serat Wadu Aji menjelaskan bahwa
pengulu adalah pemimpin tertinggi dari jabatan keagamaan kerajaan. Menurut
serat ini, pengulu selain berfungsi dalam masalah ibadah dan kasus-kasus
peradilan IsIm termasuk memutuskan hukuman mati, jugabertugas untuk
mendoakan raja dan keluarganya, mendoakan tentara, dan semua masyarakat

agar mendapat berkah. Disamping hal-hal umum yang sudah dusebutkan di

10 1bid.
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atas, kitab ini menyebutkan bahwa pengulu disyaratkan menguasai buku-buku
agama dan ahli dalam bidang astronomi.!!

Selain sebagai penasiat spiritual kerajaan, terkadang fungsi pengulu
juga merambah pada masalah politik. Pada abad ke-16 sampai ke-18 M,
fungsi pengulu pada kerajaan-kerajaan Jawa hamper sama dengan fungsi kadi
atau gadi , atau bahkan Syaikhul Islam pada kerajaan Islam di luar Jawa,
seperti Samudera Pasai, Malaka dan Aceh. Kadi dan Syikh Islam berperan
tidak hanya pada urusan agama saja melainkan juga berperan penting dalam
urusan diplomatik. Dalam banyak kasus, yang diangkat sebagai pengulu
adalah ulama yang memiliki otoritas keilmuan dan kepemimpinan yang
tingoi.

Pada periode awal abad ke-19 ketika kerajaan Mataram masih
berdiri, jabatan administarasi agama tertinggi tetap ada di tangan pengulu. Di
mana pada periode ini struktur pengulu sudah sedemikian lengkap memiliki
hirarki seperti halnya struktur pejabat birokrasi non agama yang disebut
priayi. Pejabat pengulu tertinggi terdpat pada level Kesultanan Yogyakarta
dan Kasunanan Surakarta yang disebut dengan pengulu ageng. Sedangkan,
dibawahnya yakni pada level kedua setingkat kabupaten, pejabat agama
disebut pengulu. Kemudian pejabat di tingkat kecamatan atau level ketiga
disebut na’ib atau na’ib pengulu. Selanjutnya pada tingkat desa, jabatan

keagamaan ini memiliki nama yang sedikit berbeda dari satu wilayah dengan

1 1bid., 180-181.
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wilayah yang lain seperti mudin, kayim atau kaum. Karena fungsi pengulu dan
para pembantunya ini berhubungan dengan bidang keagamaan dan penegakan
Syari’ah, maka “kantor” atau tempat dinasnya adalah di masjid yang ada di
setiap level administrasi, dari masjid kerajaan, masjid kabupaten, masjid
kecamatan, dan masjid desa.

Struktur hirarki pengulu pada wilayah kerajaan dan di luar wilayah
kerajaan tidak jauh berbeda. Hanya di luar wilayah kerajaan lebih sederhana
strukturnya. Sebagai contoh, struktur kepenghuluan pada kerajaan Mataram
Islam, yakni pada tingkat kerajaan terdapat pengulu ageng atau disebut
wedana kaum karena berperan sebagai pemimpin bidang agama, atau juga
disebut sebagai abdi dalem pamethakan (pegawai putihan), karena tugasnya
bertanggung jawab atas masalah keislaman di kraton. Pengulu kraton ini
memegang jabatan tumenggung yang setingkat dengan adipati dan patih, dan
memiliki hirarki di bawahnya. Pada tingkat kedua atau kabupaten terdapat
pengulu ketib untuk wilayah kawedanan jero atau pengulu naib lurah untuk
wilayah kawedanan jaba. Di bawahnya lagi yakni pada tingkat ketiga terdapat
naib yang bertugas di wilayah kapenewon atau kecamatan, serta pada tingkat
terakhir adalah kaum yang bertugas di tingkat desa.

Pada setiap level administrasi tersebut, masing-masing pengulu
memiliki staf administrasi agama yang membantunya. Di mana pada tingkat
kerajaan, pengulu ageng dibantu oleh Sembilan ketib (khatib atau

penceramah), lima mudin (mu’adzin yang bertugas melakukan adzan) empat
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puluh ulama (seseuai jumlah jama’ah shalat jum’at), dan sepuluh merbot
(yang mengurus perabotan masjid). Sedangkan pada tingkat kabupaten
pengulu uga berperan sebagai hakim disamping jaksa. Pengulu memiliki
pmbantu utama yakni ketib. Di mana tugas ketib adalah menjadi khatib dalam
shalat Jum’at, dan membantu mencatat pernikahan, perceraian, pembagian
warisan, serta memberi nasihat kepada pengantin mengenai pernikahan dan
kehidupan rumah tangga. Naib (wakil) pengulu d tingkat kecamatan sering
disebut pengulu naib yang bertugas hamper sama dengan tugas pengulu di
tingkat kabupaten, hanysa saja ia tidak berfungsi sebagai hakim. Kemudian
kaum yang terdapat pada tingkat desa bertugas hamper sama dengan naib,
hanya saja ia tidak bertanggung jawab pada administrasi pernikahan,
perceraian, dan pembagian warisan. Di samping itu, terdapat juga pegawai
administrasi agama seperti merbot, mudin (mu 'adzin) atau bilal, serta kebayan

(petugas keamanan masjid).*?

2. Masuknya Penghulu dalam Sistem Administrasi Kolonial Belanda
Selama duaratus tahun VOC berkuasa di Indonesia, VOC tidak
mampu untuk merubah institusi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat,
karena mereka paham bahwa isi atau materi hukum Islam ini sangatlah
kompleks. Meskipun VOC berhasil mendirikan landraad di setiap kabupaten

sebagai pengadilan yang bisa dipakai oleh pengulu dan jaksa. Namun,

12 1bid., 183.
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keberadaan landraad tersebut tidak dapat menghapuskan “pengadilan
serambi” seutuhnya, bahkan pengadilan serambi atau pengadilan agama masih
melangsungkan kegiatan peadilannya di masing-masing serambi masjid.

Pada periode pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang
pertama yakni pada masa Deandels adalah langka awal adanya pengakuan
terhadap pengulu. Deandels mengakui keilmuan dan otoritas pengulu dalam
pengadilan Islam secara resmi untuk menangani pernikahan, perceraian, dan
kasus-kasus kriminal. Selanjutnya, Deandels mengangkat pengulu menjadi
penasihat pengadilan pribumi. Setelah lima tahun di bawah administrasi
Inggris, pemerintah Hindia Belanda yang baru berusaha menghubungkan
antara hukum Belanda dengan hukum pribumi, dalam surat keputusan tahun
1829, menyatakan bahwa status pengulu bersama jaksa dikukuhkan tetap
berkedudukan sebagai penasihat dalam peradilan kabupaten. Bahkan pada
tahun 1830, pengadilan Islam yang dipimpin pengulu dimasukkan ke dalam
bagian dari pengadilan negeri (landraad).

Sebagai bentuk usaha untuk mengurangi pengaruh Islam di
Indonesia, baik dengan cara kristenisasi yang terus digaungkan agar penduduk
pribumi lebih setia pada penjajah, pemerintah kolonial Belanda juga
melakukan usaha untuk mengarakan hukum pribumi (hukum Islam) menuju
ke arah hukum Eropa secara signifikan karena dianggap bahwa hukum Eropa
lebih baik. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan Islam

tidak dapat langsung dieksekusi, sebab harus memperoleh izin eksekusi dan



44

ongkos yang dikeluarkan harus ditangani oleh  landraad. Sehingga
mengakibatkan pada tahun 1870 status pengulu menjadi semakin tidak jelas,
karena banyak keputusan dari pengulu yang dianulir oleh landraad, dengan
pertimbangan yang lebih rumit, di mana landraad terlebih dahulu harus
memutuskan apakah suatu perkara itu harus ditangani oleh pengadilan Islam
atau pengadilan negeri.

Dalam situasi tersebut di atas, pemerintah kolonial meminta
pertimbangan kepada setiap resident (peabat pemerintah Belanda di atas
bupati) di Jawa dan Madura, termasuk kepada pejabat tinggi yang terkait.
Namun, hasilnya semakin membingungkan karena lima suara
merekomendasikan bahwa pengadilan Islam yang dipimpin pengulu harus
dihilangkan, sedangkan tujuh suara berpendapat harus dipertahankan.
Akhirnya Gubenur Jenderal menyerahkan masalah tersebut kepada Menteri
Jajahan dan keluarlah keputusan kerajaan no. 24 tanggal 19 januari 1882 yang
ditandatangani oleh Raja Willem 11, bahwa pengadilan Islam harus didirikan
di Jawa dan Madura. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan adanya
staatsblad Hindia Belanda tahun 1882 no. 152 mengenai tata cara
restrukturisasi pengadilan Islam tersebut menjadi Priesterraad. Di mana
Priesterraad harus didirikan di setiap kabupaten di Jawa dan Madura yang
telah didirikan landraad, dengan wilayah jurisdiksi yang berhubungan dengan

landraad. Priesterraad ini dipimpin oleh pengulu yang ditunjuk oleh
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landraad, dan pengulu dibantu oleh sedikitya tiga atau paling banyak delapan
ahli Islam yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal.*®

Kejelasan status pengulu dan pengadilan Islam sayangnya tidak
diikuti dengan kejelasan mengenai otoritas priesterraad, sehingga lembaga ini
berjalan seperti biasanya hanya menangani masalah perkawinan,
perceraian,dan lainnya termasuk masalah warisan, hibah, sedekah, baitul mal,
dan wakaf. Sedangkan mengenai pendirian priesterraad ini mendapatkan
kritik tajam dari Snouck Hurgronje yang menganggap bahwa keluarnya
keputusan pemerintahan kolonial ini akbiat dari kesalahpahaman dan
ketidaktahuan tentang Islam. Sebagimana kesalahan dalam penggunaan istilah
priesterraad yang seharusnya menggunakan istilah raad agama (pengadilan
agama). Kemudian Snouck Hurgronje juga mengkritik bahwa penghulu dan
stafnya tidak digaji, bahkan tidak ada dana operasional bagi raad agama yang
akhirnya mengakibatkan para pengulu dan staf-stafnya mendapatkan
penghasilan dari biaya-biaya pernikahan dan kasus-kasus yang mereka
tangani. Uang-uang perkara dan uang sedekah ini kemudian dikumpulkan di
masjid dan disebut dengan kas masjid. Dengan demikian, terdapat peluang
yang luas bagi pengulu untuk menaikkan ongkos perkara karena uang tersebut
akan menjadi penghasilan mereka. Selain itu, ada kemungkinan juga bagi
pengulu dan bupati untuk menggunakan kas masjid untuk hal-hal yang tidak

semestinya, seperti: membangun rumah sewa asisten wedana; memberi

13 1bid., 187.
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pinjaman untuk lembaga kredit; sebagai dana pemeliharaan orang sakit gila,
lepra, buta; membangun asrama bagi pelacur yang sakit; untuk memberantas
tikus; dan membeli peralatan kantor bupati.*

Dengan masuknya pengulu dalam administrasi kolonial, maka
fungsi pengulu telah berubah dari istitusi administrasi pribumi tradisional
menjadi setengah birokrasi kolonial. Karena terjadi perubahan dari
tanggungjawab personal menjadi tanggungjawab kolektif dan dari sistem
administrasi tradisional ke administrasi modern. Untuk itu, salah satu
konsekuensi perubahan ini adalah adanya sistem rekruitmen dan prosedu
promosi jabatan. Pada awal abad ke-20 M hampir semua pengulu yang
bekerja pada pemerintah kolonial dipilih dari pengulu masjid atau kaum,
termasuk kepala raad agama. Selain itu, pada decade kedua abad ke-20 M
proses priayisasi pengulu oleh pemerintah Belanda telah berhasil dilakukan

dengan lengkap.®

C. Perjalanan Hukum Perkawinan Islam Pada Masa Kolonial
Hasil dari penjajahan kolonialis Belanda telah mengusik keharmonisan
sistem hukum yang dianut oleh penduduk pribumi, berupa hukum yang hidup

ditengah-tengah masyarakat (Living Law) atau berupa Hukum Adat (customary

14 C. Snouck Hurgrone, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada
Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Seri Khusus INIS V (Jakarta: INIS, 1991), 853.
15 Fauziah, “Antara Hitam dan Putih”, 188.
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law), maupun Hukum Islam. Kehadiran para Kkolonialis inilah yang
mengakibatkan terjadinya pluralitas sistem hukum yang dianut oleh masyarakat
pribumi  yang dikuasai oleh pemerintahan kolonialis Belanda, hingga
diberlakukanlah sistem Hukum Adat, Hukum Islam, dan sistem Hukum Belanda
atau sering disebut sebagai Hukum Barat berupa hukum sipil (civil law).t®
Kemudian, pemerintahan Hindia Belanda dalam menjalankan roda kekuasaannya
mereka memanfaatkan beberapa macam instruksi Gubernur Jenderal yang
ditujukan kepada para Bupati, khususnya disebelah utara pantai Jawa, yang
intinnya adalah agar memberi kesempatan kepada para ulama untuk
menyelesaikan perselisinan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam.
Bahkan, konon keputusan Raja Belanda (Koninkelijk Besluit) No. 19 tanggal 24
Januari 1882 yang kemudian diumumkan dalam Staatsblad tahun 1882 No. 152
tentang pembentukan Pristerraad (Pengadilan Agama), walaupun hal ini
didasarkan atas pengaruh dari teori Van den Berg yang menganut paham receptio
in complexu, yang berarti bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi
adalah hukum agama yang dipeluknya.!’

Namun, peradilan-peradilan di atas mendapat ujian dari masyarakat
pribumi sendiri yang berada di beberapa daerah di luar Jawa yang masih

mempunyai peradilan asli di daerah-daerah tertentu. sehingga dalam renah pidana

18 A. Qodri Azizy, ed. Hukum Nasional “Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum” (Bandung:
Teraju, 2004), 137-139.

17 Amrullah Ahmad, et all, Dimensi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema
Insani Press, 1996), 55.
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peraturan yang berupa Wetboek van Strafrecht tidak diberlakukan pada daerah

tersebut, hanyan saja ada rangkaian pasal-pasal yang oleh undang-undang tahun

1932 No. 80 dinyatakan berlaku. Dalam bidang keperdataan permasalahan di atas

juga menjadi ancaman yang serius bagi peraturan perundang-undang yang

dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sehingga, muncullah

beberapa keputusan atau peraturan baru dari pemerintahan Hindia Belanda,

yakni:'8

1.

Hukum yang berlaku untuk semua penduduk, misalnya Undang-Undang Hak
Pengarang undang-undang milik perindustrian, dan lain sebagainya.

Hukum Adat yang berlaku untuk semua orang asli Indonesia.

Hukum Islam untuk semua orang Indonesia asli yang beragama Islam,
mengenai beberapa bidang kehidupan mereka, meskipun resmi (menurut pasal
131 I.S.) berlakunya hukum ini adalah sebagai hukum adat yang untuk
bidang-bidang tersebut menganut hukum Islam.

Hukum yang khusus diciptakan untuk orang Indonesia asli, yang berupa
undang-undang seperti undang-undang (ordonansi) tentang maskapai andil
Indonesia, undang-undang (ordonansi) perkawinan orang Indonesia Kristen,
dan lain sebagainya.

Burgerlijk Werboek van Koophandel, yang diperuntukkan mula-mula bagi

orang Eropa, kemudian dinyatakan berlaku untuk orang Tionghoa, sedangkan

18 Azizy, Hukum Nasional, 140-141.
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beberpa bagian (terutama dari W.v.K.) juga telah dinyatakan berlaku untuk
orang Indonesia asli, misalnnya hukum perkapalan (hukum laut).

Pada masa penjajahan Belanda tidak ditemukan rujukan hukum yang
khusus untuk menanggapi perkara perkawinan dalam Islam atau kodifikasi
hukum Islam dalam renah perkawinan untuk menyelesaikan kasus-kasus
perkawianan ketika berperkara di pengadilan agama, akan tetapi yang digunakan
adalah hanya kitab-kitab fikih klasik atau ajaran-ajaran Islam yang ditulis oleh
ulama tertentu pada masa lalu. Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa hukum
Islam berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam dan diberi kewenangan
khusus kepada para ulama untuk menyelesaikan perkara perkawinan sesusai
ajaran Islam itu sendiri.® Namun, bukan berarti pada masa ini tidak ada undang-
undang perkawinan yang berlaku, pemerintahan Hindia Belanda menggunakan
Compendium Freijer dalam aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris
menurut Islam. Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh
pengadilan Persatuan Kompeni Belanda di Hindia Timur (V.O0.C), atas usul
Residen Cirebon, Mr. P.C Hasselaar (1757-1765) kemudian dibuatlah Kitab
Tjicebonshe Rechtsboek. Sementara untuk Landraad (sekarang pengadilan
umum) di Semarang tahun 1750 dibuat Compendium tersendiri, di Makassar juga

oleh V.0.C diberlakukan Compendium sendiri. Perkara ini diperkuat dengan

19 A. Rosyadi dan Rais Ahmad, ed. Formalisasi Syari’at Islam dalam perspektif Tata Hukum
Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 91.
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sepucuk surat V.O.C pada tahun 1808, yang isinya agar penghulu Islam harus
dibiarkan sendiri mengurus perkara perkawinan dan warisan.?

Masalah pengebirian hukum Islam pada masa pemerintahan Hindia
Belanda ada yang berpendapat bahwa sejak lahirnya Stbl 1820 No.24 pasal 13
yang diperjelas dalam Stbl 1835 N0.58 yang berisi sebagai berikut: apabila terjadi
sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan,
pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis yang harus diputus menurut
Hukum Islam, maka pendeta memberi putusan, tetapi gugatan untuk mendapat
pembayaran yang timbul dari keputusan para pendeta itu haruslah diajukan
kepada pengadilan-pengadilan biasa. Pada perkembangan berikutnya muncul Stbl
1882 No0.152 tentang pembentukan peradilan Agama di Jawa dan Madura, dengan
nama Priesterrad. Dengan lahirnya Stbl ini juga dapat diartikan bahwa
pemerintahan Hindia Belanda masih mengakui keberadaan Hukum Islam dan
dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah-masalah di kalangan orang Islam.
Ada juga yang berpendapat bahwa pengebirian terjadi sejak tanggal 3 Agustus
1828, dengan dicabut berlakunya Compendium Freijer, sebab dengan pencabutan
itu secara tekstual, hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum adat, keculai
orang-orang kristen, berlaku undang-undang kristen Jawa, Minahasa dan Ambon.
Ada juga yang berpendapat pengebirian terjadi sejak diberlakukan pasal 134 ayat

2 1.S. (Indische Staatsregeling) tahun 1919, yang intinya adalah perkara antara

20 Khairuddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingann Hukum
Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: TAZZAFA dan ACAdeMIA, 2009), 20-21.
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orang Islam diadili oleh Pengadilan Agama Islam apabila keadaan itu sudah
diterima oleh hukum adat mereka. Sejauh tidak ditentukan oleh ordonansi I.S.
(Indische Staatsregeling).?

Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 melalui Verenigde Oost
Indische Compagnie (VOC), kebijakan yang telah dilaksanakan oleh para sultan
tetap dipertahankan pada daerah-derah kekuasaanya sehingga kedudukan hukum
(keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui
sepenuhnya oleh penguasa VOC. Bahkan dalam banyak hal VOC memberikan
kemudahan dan fasilitas agar hukum Islam dapat terus berkembang sebagaimana
mestinya. Bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan oleh VOC adalah
menerbitkan buku-buku hukum Islam untuk menjadi pegangan para Hakim
Peradilan Agama dalam memutus perkara. Adapun kitab-kitab yang diterbitkan
adalah “al-Mubarrar” di Semarang, “Shirathal Mustagim” yang ditulis oleh
Nuruddin ar-Raniry di Kota Raja Aceh dan kitab ini diberi syarah oleh Syekh
Arsyad al-Banjary dengan judul “Sabilul al-Muhtadin” yang diperuntukkan untuk
para Hakim di Kerapatan Kadi di Banjar Masin, kemudian kitab “Sajirat al-
Hukmu” yang digunakan oleh Mahkamah Syar’iyah di Kesultanan Demak,
Jepara, Gresik dan Mataram.??> Terakhir VOC menghimpun hukum Islam yang

disebut dengan Compendium Freijer, mengikuti nama penghimpunnya.?®

21 1bid., 21-22.

22 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012), Xii.

23 Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang ,
1975), 11.
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Pada awalnya Belanda melalui VOC masuk ke Indonesia dengan
membawa serta hukum negaranya utuk menyelesaikan masalah diantara mereka
sendiri. Untuk lebih memantapkan posisinya, mereka berupaya pula untuk
menundukkan masyarakat jajahannya pada hukum dan badan peradilan yang
mereka bentuk. Namun pada kenyataannya badan peradilan bentukan Belanda ini
tidak dapat berjalan, maka akhirnya Belanda membiarkan lembaga-lembaga asli
yang ada dalam masyarakat terus ber jalan, sehingga selama hampir 2 abad masa
VOC hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat muslim
berjalan sebagaimana mestinya.?*

Masa VOC berakhir dengan masuknya Inggris pada tahun1800-1811.
Setelah Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada pemerintahan
Belanda, pemerintah kolonial Belanda kembali berupaya mengubah dan
mengganti hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Namun melihat
kenyataan yang berkembang pada masyarakat Indonesia, muncul pendapat
dikalangan orang Belanda yang dipelopori oleh L.W.C. Van Den Berg bahwa
hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama
mereka, yaitu Islam. Teori ini kemudian terkenal dengan nama teori “Recepcio in
Complexu” yang sejak tahun 1855 didukung oleh peraturan perundang-undangan
Hindia Belanda melalui pasal 75, 78 dan 109 RR 1854 (Stbl. 1855 No0.2).2°> Dalam

perjalanannya ternyata Cristian Snouck Hurgronje tidak sependapat dengan teori

24 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 49-50.
% 1bid., 52.
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ini, menurutnya hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia
bukan hukum Islam, melainkan hukum adat. Teori Hurgronje ini terkenal dengan
nama teori “Receptie”.?® Dampak dari teori ini, Pemerintah Kolonial Belanda
tidak lagi mengakui hukum Islam yang berlaku untuk masyarakat Indonesia,
melainkan hukum adatlah yang diakui. Dalam Indesche Staatsregeling pasal 131
ayat 6 ditulis:

”sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-
undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku yang sekarang berlaku bagi mereka,
yaitu hukum adat”?’

Dalam Indesche Staatsregeling (IS) pasal 131 ayat 2 ditulis; Untuk
golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan
kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk
bangsa Eropa (Burgerlijk Wetboek/ BW/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-
perubahan. Kemudian dalam ayat 4 disebutkan; “Orang Indonesia asli dan orang
Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan
bersama dengan bangsa Eropah, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum
yang berlaku untuk bangsa Eropa.?®

Pada Kongres Perempuan Indonesia | pada tanggal 22-25 Desember

1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera

2 |bid., 54.
27 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), 11.
2 |bid., 12.
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disusun undang-undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan
mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.?® Pada permulaan tahun
1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi
Perkawinan tercatat (Onwerpordonnantie op de Ingeschrevern Huwelijken)
dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas
monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau
menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.
Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya diperuntukkan bagi
golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang beragama Hindu,
Budha, Animis. Namun, rancangan ordonansi tersebut di tolak oleh organisasi
Islam karena isi ordonansi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum
Islam. Suara perkumpulan-perkumpulan kaum Ibu yang setuju ternyata tidak
cukup kuat hingga rencana ordonansi tersebut tidak jadi dibicarakan dalam
Volksraad (Dewan Rakyat).3!

Sampai berakhirnya masa penjajahan, Pemerintah Hindia Belanda tidak
berhasil membuat undag-undang yang berisi hukum material tentang perkawinan
yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Perturan hukum materiil tentang
perkawinan yang dibuat dan ditinggalkan oleh Pemerintah Kolonial, hanyalah

berupa perturan hukum perkawinan yang berlaku untuk golongan-golongan

29 Maria Ulfah Subadyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Yayasan
Idayu, 1981), 9-10.

30 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1992), 77.

31 1bid., 85.
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tertentu yaitu : Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCI) yang berlaku bagi orang-
orang Indonesia asli yang beragama Kristen, Kitab undang-undang Hukum
Perdata (BW) yang berlaku bagi warga keturunan Eropa dan Cina, kemudian

peraturan perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158) atau GHR.*?

32 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2013), 100.



